
Meningkatnya 
kualitas 

Penyelenggaraan 
PTSP

Indeks Kepuasan 
Masyarakat

Meningkatnya 
Kapasitas SDM 

Jumlah SDM yang 
bersertifikat ISO

Meningkatnya 
Kepatuhan Pelaku 

Usaha terhadap 
LKPM 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang didampingi Jumlah LKPM

Meningkatnya  Kualitas 
Sarana Pelayanan

Jumlah Sarana Pelayanan

Terlaksananya akses 
Pemantauan 

Pemenuhan komitmen 

Tersedianya 
Pelayanan 

Konsultasi Perizinan 

Meningkatnya Kualitas 
Promosi Penanaman 

Modal

Meningkatnya 
Pengendalian 
Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Tingkat Partisipasi
terhadap promosi yang 

dilaksanakan

1. Jumlah 
Kabupaten/Kota yang
dipantau     2. Jumlah 
Pelaku Usaha yang 

dipantau

Meningkatnya 
Potensi Investasi

Tersusunnya 
Peraturan Daerah 
(Perda) Rencana 

Umum Penanaman 

Jumlah Produk Hukum

Tersedianya Peta 
Potensi Investasi 

Provinsi

Jumlah Peta Potensi 

Meningkatnya 
Kemudahan berinvestasi

Jumlah perusahaan yang 
berinvestasi

Meningkatnya 
Kualitas SDM 

Jumlah SDM yang 
terlatih

Meningkatnya 
Penanaman Modal yang 

Inklusif dan 
Berkelanjutan

Pembentukan Modal 
Tetap Bruto

Meningkatnya 
Realisasi 

Investasi PMA / 
PMDN

Realisasi Investasi

Terselenggaranya  
Promosi 

Penanaman Modal

Terlaksananya 
Pemantauan 

terhadap Target 
Realisasi 

PMA/PMDN di 
Kabupaten/Kota

Terkendalinya 
Pelaksanaan 

Penanaman Modal 
bagi Kegiatan Usaha 

dari Pelaku Usaha

Meningkatnya 
penerapan SOP 

Penanaman 
Modal

Jumlah izin 
investasi yang 

diterbitkan

Persentase Persyaratan 
dan Pelayanan 

Konsultasi Perizinan 
Berusaha 

Meningkatnya 
Layanan LKPM

Persentase Perusahan 
yang Menyampaikan 

LKPM
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Jumlah Potensi 
baru yang 
terpetakan

Tersedianya 
Regulasi Investasi 

Daerah

Jumlah Regulasi yang 
diterbitkan

Tersedianya 
Fasilitas 

Pendampingan 
LKPM

Jumlah Produk 
Hukum Jumlah Peta Potensi 

Persentase  
Kabupaten/Kota yang 

target realisasi 
PMA/PMDN nya 

dipantau  

Persentase  
Terlaksananya 

Pengendalian Kegiatan 
Usaha  

Tersusunnya 
Peraturan Daerah 

yang Mengatur 
promosi penanaman 

modal

Jumlah Kegiatan Usaha 
yang Mendapat 

Pemantauan 

Tersedianya sistem 
informasi pelayanan 

perizinan

Jumlah pengguna 
sistem informasi 

pelayanan perizinan


